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ABSTRAK 

Hafizah Amrayni, (2026)      :       

 

 

 

Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke 

Keluarga ditinjau dari Ketentuan Jarak 

dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda 

Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 

Tentang Hiburan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Prosedur 

Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Antara Tempat 

Hiburan Dan Rumah Ibadah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penerbitan izin usaha karaoke keluarga 

berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum 

yang terbit, meskipun melanggar ketentuan jarak dengan rumah ibadah. Setelah 

lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang perizinan berusaha berbasis risiko,  

perubahan sistem perizinan berusaha melalui pendaftaran perizinan secara 

elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang dalam praktiknya 

menimbulkan permasalahan terkait keberlakuan ketentuan jarak dalam proses 

penerbitan izin usaha karaoke berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 

2002 Tentang Hiburan Umum. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan, konseptual dan contoh kasus di masyarakat. Data 

diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai instansi yang 

berwenang dalam penerbitan izin usaha daerah, serta melalui studi dokumen 

terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan. Data 

dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerbitan izin 

usaha karaoke keluarga yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 3 Tahun 2002, dipermudah dengan sistem pendaftaran izin usaha terbaru 

melalui aplikasi OSS setelah lahirnya Undang-Undang Cipta kerja. Akibatnya, 

proses perizinan tidak disertai pemeriksaan teknis lokasi usaha, termasuk 

pengujian terhadap ketentuan jarak dengan rumah ibadah sebagaimana diatur 

dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002. Dalam penelitian ditemukan 

bahwa terdapat beberapa contoh jenis usaha karaoke seperti Chromatic Family 

Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke yang memiliki izin usaha, sementara 

lokasi keduanya berdekatan dengan rumah ibadah. Kondisi ini menunjukkan 

adanya kendala berupa lemahnya implementasi ketentuan jarak serta belum 

sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena 

itu, diperlukan penyesuaian regulasi daerah dan penguatan koordinasi 

antarinstansi dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha karaoke. 

Kata Kunci : Perizinan, Hiburan Umum, Rumah Ibadah, Perda 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, 

sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke 

Keluarga ditinjau dari Ketentuan Jarak dengan Rumah Ibadah Berdasarkan 

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum” ini 

dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu 

hambatan apapun. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 

MuhammadSAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita 

termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di 

hari akhir kelak, aamiin. 

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan 

kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal 

dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu 

datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir 

dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang 

bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan 



iii 
 

dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang 
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memberi semangat kepada saya dari awal hingga akhir. 
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Bapak Dr. Alex Wenda, S.T. M.eng, selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. 

Harris Simaremare, M.T, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
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untuk belajar dan melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Istilah lisensi (izin) digunakan beberapa kali dalam literatur (tinjauan pustaka) 

tentang hukum lisensi. Ketika membahas perizinan, literatur hukum administrasi 

Belanda sering menggunakan frasa izin (vergunning), persetujuan (toestemming), 

kebebasan (oktheffing), pembebasan (vrijstelling), pembatasan dan kewajiban 

(verlog), persetujuan (goedkeuring), dan konsesi
1
. Di sisi lain, kata izin 

(vergunning) sering digunakan dan termasuk dalam kategori genus (generik), 

sedangkan frasa-frasa lainnya adalah spesies atau spesifik. Dengan mengeluarkan 

izin, ide dasar di balik perizinan adalah untuk secara preventif mengatur dan 

mengendalikan tindakan atau perilaku orang atau kelompok. Ide ini mencakup 

konsep-konsep terkait seperti konsesi, izin, dan dispensasi. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat konsep yuridis tentang 

Izin dan Perizinan. Dalam Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa izin adalah dokumen 

yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau undang-

undang lain yang berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan dapat 

diterima atau sahnya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan 

tertentu. Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat 9 menegaskan bahwa perizinan baik 

                                                           
1 Jolni Laksitol, Hukum Pelrizinan, (Selmarang,: Yayasan Prima Agus Telknik, 2020), h.1-5 
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berupa izin maupun tanda daftar usaha adalah pemberian legalitas kepada 

seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu
2
. 

Izin tidak terjadi begitu saja, melainkan harus didasarkan pada kewenangan 

yang diberikan kepada pemerintah, yang merupakan otoritas publik yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan mandat konstitusi. Seiring dengan 

perkembangan dinamika masyarakat, tanggung jawab pemerintah juga telah 

berkembang. Selain mengelola dan mengatur alat-alat tradisional seperti peraturan 

dan larangan, alat-alat lain seperti sanksi administratif, beschikking (keputusan), 

dan izin (vergunning) juga telah muncul. Alat hukum administrasi yang paling 

sering digunakan dalam hal ini, sebagai bagian dari beberapa alat baru, adalah 

perizinan
3
.  

Pemerintah mengeluarkan izin kepada orang-orang tertentu dan badan hukum 

melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya berada di 

bawah yurisdiksi hukum administrasi negara. Namun, pelaksanaan kewenangan 

tersebut sering kali menimbulkan polemik di masyarakat. Di satu sisi, izin usaha 

tempat hiburan malam dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain, muncul berbagai 

permasalahan seperti pelanggaran terhadap norma sosial, penyalahgunaan fungsi 

tempat usaha, serta potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan moralitas 

masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana aspek yuridis 

dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah. 

                                                           
2 Indolnelsia, Pelraturan Melntelri Dalam Nelgelri Nolmolr 24 Tahun 2006, Belrita Nelgara Tahun 

2006 Nolmolr 24 telntang Peldolman Pelnyellelnggaraan Pellayanan Telrpadu Satu Pintu, pasal 1 ayat 9 
3 Awan Y Abdolelllah, Telolri dan Analisis Kelbijakan Publik (Bandung: CV Alfabelta, 2016) 

h. 11-16 
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Tempat-tempat hiburan malam, seperti karaoke keluarga dan tempat hiburan 

dewasa, menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Diantara tempat hiburan yang 

menjadi sorotan  di Kota Pekanbaru adalah Chromatic Family Karaoke dan Koro-

Koro Family Karaoke, yang dalam praktiknya memunculkan sejumlah pertanyaan 

dari masyarakat dan media terkait legalitas perizinan, klasifikasi jenis usaha, serta 

prosedur penerbitan izin yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang terkait 

ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan peraturan yang diterbitkan. Namun, 

penerbitan izin merupakan kewenangan pemerintah daerah yang mempengaruhi 

tingkat investasi daerah, sehingga dalam proses nya, penerbitan izin harus 

dipermudah agar meningkatkan nilai pendapatan daerah.  

Dalam mempermudah proses perizinan, maka diterbitkan peraturan baru 

mengenai Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian di 

perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana karaoke keluarga digolongkan 

kepada jenis Usaha berisiko Menengah Rendah
4
. Dalam peraturan ini, pelaksanan 

perizinan mulai mengalami perubahan, dimana proses pendaftaran dilakukan 

secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission)
5
. Proses pendaftaran 

izin terbaru ini memudahkan pelaku usaha dalam mendaftarkan izin usahanya 

                                                           
4 Indolnelsia, Undang-Undang Nolmolr 6 Tahun 2023 telntang Pelneltapan Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi 

Undang-Undang, Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 2022 Nolmolr 238, Tambahan 

Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Nolmolr 6841, pasal 6 
5 Indolnelsia, Undang-Undang Nolmolr 11 Tahun 2020 telntang Cipta Kelrja, Lelmbaran Nelgara 

Relpublik Indolnelsia Tahun 2020 Nolmolr 245 Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia 

Nolmolr 6573, pasal 10,pasal 11, dan pasal 12 
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tanpa perlu proses teknis lapangan. Namun, hal ini tentu tidak sejalan dengan 

peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan umum.  

Bisnis yang menyediakan hiburan malam lebih mungkin memiliki efek negatif 

terhadap masyarakat, termasuk gangguan ketertiban umum, kemungkinan 

penyalahgunaan narkoba dan alkohol, pelanggaran jam operasional, dan 

pelanggaran standar moral. Dengan demikian, dalam industri ini, izin usaha 

berfungsi sebagai alat untuk kontrol sosial dan pengawasan selain sebagai 

administratif. Administrasi negara, khususnya dalam hal ini Pemerintahan Kota 

Pekanbaru, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua hiburan malam 

yang buka telah mematuhi hukum dan tidak melanggar ketentuan yang relevan
6
. 

Permasalahan perizinan yang terjadi pada Chromatic Family Karaoke dan 

Koro-Koro Family Karaoke menjadi menarik untuk ditelaah karena menyangkut 

penerapan regulasi daerah serta pengawasan dari instansi yang berwenang. Selain 

itu, terdapat pula pertanyaan lebih mendasar mengenai sinkronisasi antara 

peraturan pusat dan peraturan daerah, serta sejauh mana prinsip-prinsip good 

governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, diterapkan 

dalam proses pemberian izin tempat hiburan malam.  

Ketidaktepatan dalam menerapkan kewenangan dapat menimbulkan 

konsekuensi hukum, termasuk gugatan dari masyarakat, pembatalan izin, hingga 

potensi kerugian terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga apa 

yang sudah di tentukan oleh peraturan daerah dapat berjalan dengan baik dan bisa 

terlaksana tanpa ada pelnggaran dan kontroversi seperti yang telah di atur oleh 

                                                           
6 Sari Delwi Nasutioln, " Pelran Hukum Bisnis Dalam Melnjamin Kelpatuhan Pelrizinan Usaha 

Club Malam", Jurnal Pelnellitian Multidisiplin Telrpadu, Nol 8(Delselmbelr 2024), h. 390 
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Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum seperti pada 

Pasal 4 huruf a mengenai lokasi tempat hiburan dan jarak dengan tempat ibadah
7
.  

Meskipun terdapat peraturan daerah yang mengatur izin usaha tersebut, pada 

permasalahan Chromatik Family Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke 

terdapat ketidaksesuaian persyaratan yang sebagaimana disebutkan pada pasal 4 

huruf a, dimana Chromatik Family Karaoke memiliki jarak kurang dari 400 meter 

dari sebuah tempat ibadah atau masjid dan sebuah sekolah keagamaan, dan Koro-

Koro Family Karaoke berjarak kurang dari 650 meter dari masjid.  

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Satpol PP Kota Pekanbaru 

bersama pihak kepolisian telah memfasilitasi mediasi kisruh antara warga 

setempat dengan pihak Chromatic Family Karaoke. Sementara Koro-Koro Family 

Karaoke masih terkendala terkait perizinan, dikarenakan terdapat beberapa 

pelanggaran seperti jual beli minuman beralkohol yang izinnya sedang ditelusuri 

oleh Satpol PP
8
. Permasalahan seperti ini menunjukkan adanya kemungkinan 

kelemahan dalam pelaksanaan peraturan daerah, baik dari segi prosedur 

pemberian izin maupun dari aspek pengawasan pasca-izin diberikan. Kota 

Pekanbaru adalah salah satu daerah yang kental akan ajaran islam dan kebudayaan 

masyarakat Melayu, yang mana permasalahan terkait usaha Tempat hiburan 

malam seperti karaoke, bar, klub dan lain sebagainya cukup bertentangan dengan 

kebudayaan masyarakat Kota Pekanbaru.  

                                                           
7 Pelkanbaru, Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 Telntang Hiburan 

Umum Pasal 4 huruf a, Lelmbaran Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr  3 Tahun 2002, pasal 4 
8Delvi Adri, "Cakaplah", 

Https://Www.Cakaplah.Com/Berita/Baca/49327/2020/02/07/Manajemen-Koro-Koro-Karaoke-

Mangkir-Dipanggil-Satpol-Pp  , Februari 2020, Diakses Pada November 2025 
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Data kependudukan masyarakat kota Pekanbaru, dimana masyarakatnya 

mayoritas memeluk ajaran Islam, permasalahan perizinan ini merupakan bentuk 

protes masyarakat terkait pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru yakni 

Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 3 dan 4 terkait syarat dan 

ketentuan perizinan usaha tempat hiburan. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Izin 

hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru 

kepada seseorang atau badan usaha harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat 

yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
9
. 

Pasal 4 mengatur beberapa persyaratan untuk dibukanya sebuah usaha tempat 

hiburan malam, dimana pada pasal 4 disebutkan bahwa ketentuan dan syarat 

sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 

Tahun 2002 Tentang Hiburan umum adalah
10

 : 

a. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat 

ibadah atau sekolah, kecuali hiburan berlokasi dalam lingkungan hotel, 

plaza, pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi atau 

taman pancing dan kebun binatang. 

b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan. 

c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang. 

d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang. 

e. Tidak menjual minuman keras. 

f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur. 

g. Tidak tempat prostitusi. 

h. Tidak tempat kegiatan perjudian. 

                                                           
9 Faulia Delsmawaty, " Implelmelntasi Pelraturan Daelrah Nolmolr 3 Tahun 2002 Telntang 

Hiburan Umum Di Kolta Pelkanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaolkel)", Jurnal Administrasi Nelgara 

Fisip Univelrsitas Riau, Nol.2 (April 2016), h. 3-5 
10

 Pelkanbaru, Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 Telntang Hiburan 

Umum, Lelmbaran Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr  3 Tahun 2002, pasal 4 
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i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu surat 

keputusan Walikota.  

Data yang diperoleh pada kejadian perkara pada kasus Chromatic Family 

Karaoke dan Koro-Koro Family Karaoke, terdapat beberapa pelanggaran atau 

ketidaksesuain persyaratan yang dilakukan oleh pemilik usaha hiburan malam 

tersebut,  yaitu Tempat hiburan Chromatic Family Karaoke dan Koro-Koro 

Family Karaoke yang berlokasi dekat/kurang dari 1000 meter dengan tempat 

ibadah, beberapa warga masyarakat mengaku bahwa merasa terganggu dengan 

kegiatan karaoke ditempat tersebut dikarenakan pencahayaan yang terkesan 

seperti tempat bermaksiat.  

Dalam aksi demontrasi yang dimulai setelah shalat jumat, para warga meminta 

tempat hiburan ditutup. Mereka menilai tempat tersebut berpotensi sebagai tempat 

maksiat dan menjual minuman beralkohol. Mereka yang menolak merupakan RT 

1, RW 19 yang bersentuhan langsung dengan keberadaan Chromatic. Selain 

warga setempat juga ada Forum Anti Maksiat Pekanbaru yang menolak 

keberadaan tempat karoke keluarga tersebut
11

. 

Keterangan warga dan tokoh masyarakat, dalam hal ini Datuk Panglimo 

Dasranto selaku ketua Forum Anti-Maksiat Pekanbaru menyatakan "bahwa lokasi 

Chromatic Family Karaoke berjarak kurang dari 400 meter dari Masjid Paripurna 

Al-Muttaqin, yang mana hal ini jelas telah melanggar ketentuan pada pasal 4 

Perda Nomor 3 Tahun 2002. Warga juga menyoroti aspek visual dan aktifitas 

tempat hiburan malam tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai moral 

                                                           
11M. Ihsan Yurin, "Riau Mandiri", https://www.riaumandiri.col/relad/deltail/82372/dinilai-

melrusak-masyarakat-madani-karaolkel-kolrolkolrol-di-tampan-didelmol-warga, Marelt 2020, diaksels 

pada Meli 2025 

https://www.riaumandiri.co/read/detail/82372/dinilai-merusak-masyarakat-madani-karaoke-korokoro-di-tampan-didemo-warga
https://www.riaumandiri.co/read/detail/82372/dinilai-merusak-masyarakat-madani-karaoke-korokoro-di-tampan-didemo-warga
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masyarakat". Terkait aksi demontrasi tersebut, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, 

Zulfahmi Adrian mengatakan, bahwa mereka yang menolak merupakan warga 

sekitar dan Forum Anti Maksiat Pekanbaru. Mereka menyampaikan aspirasi 

diduga tempat hiburan itu berpotensi sebagai tempat maksiat. Permasalahan ini 

semakin kompleks karena menyangkut nilai-nilai agama Islam dan adat istiadat 

masyarakat Melayu Riau yang menjadi landasan sosial di masyarakat kota 

Pekanbaru
12

.  

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji secara komprehensif 

dari sisi yuridis mengenai Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke 

Keluarga ditinjau dari Ketentuan Jarak dengan Rumah Ibadah Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan 

Umum. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum 

yang muncul dalam praktiknya serta memberikan rekomendasi terhadap upaya 

perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan perizinan di masa mendatang, khususnya 

dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan nilai-nilai sosial dan kepentingan 

masyarakat luas.   

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini secara khusus dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan izin 

usaha Karaoke yang terbit meskipun terdapat peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum yang mengatur mengenai ketentuan 

jarak lokasi hiburan dengan rumah ibadah, tidak menelaah aspek-aspek lain yang 

                                                           
12DinaAprilia,"Cakaplah",https://www.cakaplah.colm/artikell/selrantau/18568/2024/12/14/ma

syarakat-panam-kelmbali-tollak-chrolmatic-family-karaolkel/#sthash.xkMxJGkOL.dpbs, 

Delselmbelr2024, diaksels pada Meli 2025 
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tidak berkaitan langsung dengan jarak tempat usaha terhadap rumah ibadah, 

seperti kontribusi ekonomi usaha hiburan, persepsi masyarakat, atau kebijakan 

perpajakan, tanpa menilai kepatuhan subjektif pelaku usaka, dan tidak mencakup 

seluruh bentuk hiburan umum yang diatur dalam perda, melainkan hanya terfokus 

pada satu jenis usaha, yaitu karaoke keluarga.   

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, saya mengambil beberapa rumusan 

masalah yang akan saya teliti. Berikut beberapa rumusan masalah dari penelitian 

ini, antara lain: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari 

Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota 

Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum? 

2. Apakah Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin 

Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah 

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang 

Hiburan Umum pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang 

perizinan berusaha berbasis risiko? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau 

Dari Ketentuan Jarak Dengan Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota 

Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. 
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2) Untuk mengetahui Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Pelaksanaan 

Penerbitan Izin Usaha Karaoke Ditinjau Dari Ketentuan Jarak Dengan 

Rumah Ibadah Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 

Tentang Hiburan Umum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tentang 

perizinan berusaha berbasis risiko. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai pengaplikasian ilmu terkait Hukum Perizinan dan Hukum 

Administrasi Negara yang diperoleh selama masa Perkuliahan. 

2) Sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait mengenai keabsahan surat izin 

usaha serta menilai kesesuaian praktiknya dengan ketentuan hukum dan 

norma yang berlaku. 

3) Sebagai bahan evaluasi efektivitas pengawasan Pemerintah Kota 

Pekanbaru terhadap pelaksanaan izin usaha hiburan malam, terutama 

pengawasan pasca izin diterbitkan. 

4) Memberikan saran alternatif solusi hukum dalam penyelesaian sengketa 

perizinan tempat hiburan malam agar tidak hanya diselesaikan melalui 

pendekatan sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

Sebagai bentuk dasar pemikiran dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu 

memaparkan terkait kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas. 

Kerangka teoritis merupakan dasar berpikir untuk mengkaji dan memaparkan 

mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini yang mana 

gunanya adalah mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam 

penelitian tersebut
13

. Maka dari itu, penulis memaparkan beberapa teori sebagai 

dasar terhadap permasalahan yang ada, berikut teori-teori yang menjadi kerangka 

berpikir: 

1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 

Teori hierarki peraturan perundang-undangan merupakan salah satu teori 

utama dalam ilmu hukum yang berfungsi untuk menjelaskan struktur normatif 

hukum positif dalam suatu negara. Teori ini menegaskan bahwa peraturan 

perundang-undangan tidak berdiri secara sejajar dan bebas, melainkan tersusun 

secara sistematis, bertingkat, dan berjenjang, di mana norma hukum yang lebih 

rendah harus bersumber, tunduk, dan tidak boleh bertentangan dengan norma 

hukum yang lebih tinggi
14

. Dengan demikian, hierarki peraturan perundang-

undangan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, 

keteraturan hukum, serta mencegah terjadinya disharmoni regulasi. 

                                                           
13 Rifa’i Abubakar, Pelngantar Meltoldollolgi Pelnellitian (Yolgyakarta: SUKA-Prelss UIN 

Sunan Kalijaga, 2021), h. 1-5 
14 Bivitri Susanti, "Melnyo lal Jelnis Dan Hielrarki Pelraturan Pelrundang-Undangan Di 

Indolnelsia", Jurnal Jelntelra, Vollumel 1 Nol. 2, 2017, h. 130 
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Secara teoritis, konsep hierarki norma hukum berakar pada Teori Stufenbau 

des Recht yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, hukum 

merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat (A Hierarchical 

System Of Norms), di mana keberlakuan suatu norma ditentukan oleh norma lain 

yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah memperoleh legitimasi yuridisnya 

dari norma yang lebih tinggi, sedangkan norma tertinggi bersumber pada norma 

dasar (Grundnorm) yang bersifat hipotetis
15

. Dalam konteks negara Indonesia, 

norma dasar tersebut diwujudkan dalam Pancasila, yang secara tegas ditegaskan 

sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. 

Kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental negara memiliki dasar 

hukum yang kuat, antara lain dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber 

hukum negara
16

. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan, baik 

di tingkat pusat maupun daerah, wajib mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. 

Secara normatif, sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia 

diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

                                                           
15 Ghazali, Ilmu Pelrundang-Undangan, Mataram : Pelnelrbit Sanabil, 2022, h.88 
16 Ibid h. 89 
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2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyusun urutan 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut
17

: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Susunan hierarki tersebut menegaskan bahwa Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, menempati posisi 

paling bawah dalam struktur peraturan perundang-undangan. Konsekuensi yuridis 

dari posisi tersebut adalah bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun 

peraturan presiden. Apabila terjadi pertentangan, maka berlaku asas lex superior 

derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan 

peraturan yang lebih rendah. 

Selain itu, keberlakuan teori hierarki peraturan perundang-undangan juga 

berkaitan erat dengan prinsip pembagian kewenangan pemerintahan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ketentuan ini 

                                                           
17 Indolnelsia, Undang-Undang Nolmolr 12 Tahun 2011 Telntang Pelmbelntukan Pelraturan 

Pelrundang-Undangan, Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 2004 Nolmolr 53, Tambahan 

Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Nolmolr 4389, pasal 7 
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menegaskan bahwa kewenangan daerah bersifat atribusi dari undang-undang, 

bukan kewenangan yang berdiri sendiri tanpa batas. 

Dalam konteks perizinan usaha hiburan, hierarki peraturan perundang-

undangan menjadi sangat relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini mengubah paradigma 

perizinan dari sistem perizinan konvensional berbasis izin daerah menjadi 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dilaksanakan melalui sistem Online 

Single Submission (OSS)
18

. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. 

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021
19

, kewenangan penerbitan perizinan berusaha, termasuk Nomor Induk 

Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar, secara prinsip berada dalam sistem 

terintegrasi yang dikelola oleh pemerintah pusat, dengan pelibatan pemerintah 

daerah sebatas pada aspek pengawasan dan pemenuhan standar. Dengan 

demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan boleh atau tidaknya 

suatu usaha beroperasi menjadi terbatas dan tidak lagi bersifat diskresioner 

sebagaimana sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. 

                                                           
18 Indolnelsia, Undang-Undang Nolmolr 6 Tahun 2023 telntang Pelneltapan Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi 

Undang-Undang, Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 2022 Nolmolr 238, Tambahan 

Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Nolmolr 6841, pasal 6 
19 Indolnelsia, Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 5 Tahun 2021 telntang  pelnyellelnggaraan 

pelrizinan belrusaha belrbasis relsikol, Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Nolmolr 15 Tahun 2021, 

pasal 7 dan pasal 10 
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Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 

2002 tentang Hiburan Umum, khususnya ketentuan mengenai jarak tempat 

hiburan malam dengan rumah ibadah, teori hierarki peraturan perundang-

undangan memberikan dasar analitis untuk menilai keberlakuan norma tersebut. 

Apabila ketentuan Perda tersebut menghambat atau meniadakan hak pelaku usaha 

yang telah memperoleh perizinan berusaha secara sah melalui OSS berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara yuridis ketentuan 

Perda tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hierarki hukum dan dapat 

dinilai kehilangan kekuatan mengikat. 

Dengan demikian, teori hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya 

berfungsi sebagai teori normatif semata, tetapi juga sebagai alat analisis kritis 

dalam menilai hubungan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, khususnya dalam bidang perizinan usaha hiburan malam seperti 

Chromatic Family Karaoke dan Koro-Koro. Teori ini menjadi dasar untuk 

mengkaji adanya disharmoni regulasi, konflik kewenangan, serta implikasi hukum 

terhadap kepastian berusaha dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di 

daerah. 

2. Perda (Peraturan Daerah) 

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, merupakan salah satu 

jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum di 

Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022, Perda termasuk ke dalam hierarki peraturan 
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perundang-undangan
20

. Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) bersama dengan kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) sesuai 

dengan tingkatannya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. 

Secara yuridis, Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mendefinisikan Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah
21

. Artinya, 

Perda merupakan hasil produk hukum yang lahir dari mekanisme demokrasi di 

tingkat daerah, karena melibatkan lembaga legislatif daerah dan eksekutif daerah. 

Dalam perspektif fungsi, Perda merupakan instrumen hukum daerah yang 

berfungsi: 

1) Menjalankan kewenangan otonomi daerah. 

2) Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

3) Menjadi sarana pengaturan terhadap kepentingan masyarakat sesuai 

kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan daerah. 

Secara konseptual, beberapa ahli hukum memberikan definisi Peraturan 

Daerah. Bagir Manan menyatakan bahwa Perda adalah “peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh organ daerah berdasarkan kewenangan yang 

diberikan oleh undang-undang.” Sementara menurut Maria Farida Indrati, Perda 

adalah bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam sistem 

                                                           
20 Fakhry Amin, Ilmu Pelrundang-Undangan, Banteln : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023, 

h.120 
21

 Indolnelsia, Undang-Undang Nolmolr 23 Tahun 2014 telntang Pelmelrintahan Daelrah, 
Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 2014 Nolmolr 244, pasal 1 
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pemerintahan Indonesia, sehingga memiliki sifat khusus sesuai karakteristik 

daerah masing-masing
22

. 

Dalam konteks penelitian ini, Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Hiburan Umum berfungsi sebagai regulasi daerah yang mengatur tata cara 

dan persyaratan penyelenggaraan hiburan umum, termasuk ketentuan mengenai 

jarak tempat hiburan dengan rumah ibadah. Perda ini juga mencerminkan 

bagaimana pemerintah daerah menggunakan kewenangan otonomi untuk menjaga 

keseimbangan antara kepentingan ekonomi (usaha hiburan) dan kepentingan 

sosial-keagamaan masyarakat. 

Perda ini hadir sebagai instrumen hukum untuk menertibkan dan 

mengendalikan kegiatan hiburan umum, khususnya hiburan malam, agar tidak 

bertentangan dengan norma sosial, agama, dan budaya masyarakat setempat
23

. 

Salah satu pasal yang paling krusial adalah Pasal 4 huruf a, yang mengatur bahwa 

pendirian tempat hiburan malam harus memperhatikan jarak dari rumah ibadah. 

Dari perspektif teori Perda, ada beberapa hal yang bisa dianalisis
24

: 

a. Kedudukan dan Kekuatan Mengikat 

Perda No. 3 Tahun 2002 memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayah 

Kota Pekanbaru dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan 

                                                           
22 Adriel. S, "Kolnsistelnsi Pelmbelntukan Pelraturan Daelrah Belrdasarkan Hielrarki Pelrundang-

Undangan Dalam  Pelrspelktif Hukum Kelpelgawaian", Jurnal Yustitia, V.18, Nol.1, 2024, h.67 
23 Fiana Vandels, "Implelmelntasi Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 03 Tahun 2002 

Telntang Hiburan Umum (Studi Melnelrtibkan Usaha Billiard Di Kolta Pelkanbaru)", Skripsi Fakultas 

Ilmu Solsial Dan Ilmu Pollitik, Univelrsitas Islam Riau, 2020, h. 58 
24 Relstu D Butar-Butar, "ELvaluasi Pellaksanaan Jam OLpelrasiolnal Hiburan Umum Di Kolta 

Pelkanbaru ( ELvaluasi Pelraturan Daelrah Nolmolr 3 Tahun 2002 Telntang Hiburan Umum)", Jurnal 

Jolm Fisip Vollumel 2 Nol. 2, OLktolbelr 2015, h. 7 
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izin usaha hiburan. Kedudukannya bersifat khusus (lex specialis) karena mengatur 

secara detail mengenai jenis hiburan, izin, dan tata tertib hiburan umum. 

b. Fungsi Perda sebagai Instrumen Perizinan 

Perda ini berfungsi sebagai dasar hukum penerbitan izin usaha hiburan, 

termasuk karaoke. Artinya, setiap izin usaha hiburan harus mengikuti prosedur 

yang diatur Perda, seperti syarat administratif, teknis, dan syarat substantif berupa 

jarak dari rumah ibadah. 

c. Perda sebagai Bentuk Kebijakan Publik Daerah 

Dengan mengatur hiburan malam, Perda ini merupakan kebijakan daerah 

untuk menjaga ketertiban umum, ketenangan beribadah, serta keharmonisan 

sosial. Penerapan aturan jarak dimaksudkan untuk mencegah gesekan sosial antara 

kepentingan usaha hiburan dengan kepentingan umat beragama. 

d. Aspelk Kelpastian Hukum dan Pelnelgakan 

Dari sisi telolri kelpastian hukum, Pelrda ini selharusnya dilaksanakan selcara 

kolnsisteln. Namun, dalam praktiknya selring muncul pelrsolalan, misalnya izin 

usaha yang telrbit melskipun jarak delngan rumah ibadah tidak telrpelnuhi. Kolndisi 

ini melnimbulkan pelrtanyaan melngelnai kolmitmeln pelmelrintah daelrah dalam 

melnelgakkan Pelrda dan poltelnsi disharmolni antara aturan telrtulis delngan 

implelmelntasi di lapangan.  

Delngan delmikian, Pelrda Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 dapat 

dipandang selbagai instrumeln hukum daelrah yang belrfungsi melngatur tata kellolla 

hiburan umum, namun juga selbagai olbjelk kajian akadelmik untuk mellihat seljauh 
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mana aturan telrselbut dijalankan selcara kolnsisteln selsuai prinsip nelgara hukum dan 

pelrlindungan masyarakat. 

3. Teori Hukum Administrasi Negara 

Hukum administrasi nelgara melrupakan salah satu cabang hukum publik yang 

mana didalamnya melngatur melngelnai hubungan antara nelgara telrkhususnya 

olrgan-olrgan dan lelmbaga-lelmbaga nelgara delngan warga nelgara selrta hubungan 

antar lelmbaga nelgara dalam mellaksanakan fungsi administrasi pelmelrintahan
25

. 

Hukum Administrasi Nelgara melngatur tata kellolla pelmelrintahan yang baik delngan 

melngatur tindakan administrasi publik. Belrikut delfinisi Hukum Administrasi 

Nelgara melnurut para ahli: 

1) OLppeln Helin melngatakan bahwa Hukum Administrasi Nelgara melrupakan 

selbagai suatu gabungan keltelntuan-keltelntuan yang melngikat badan-badan 

tinggi nelgara dalam melnggunakan fungsi dan welwelnangnya yang tellah di 

belrikan kelpadanya ollelh Hukum Tata Nelgara. 

2) L.J. Van Apelldololrn melngatakan bahwa Hukum Administrasi Nelgara 

melrupakan himpunan aturan-aturan yang melnjadi fungsi dari hubungan-

hubungan antara warga nelgara dan pelmelrintah. 

3) A.A.H. Strungkeln melngatakan bahawa Hukum Administrasi Nelgara 

melrupakan aturan-aturan yang melnguasai tiap-tiap cabang pelmelrintahan 

itu selndiri
26

.  

                                                           
25 Asma latifa, dkk, "Pelnelrapan Hukum Administrasi Nelgara dalam Melmbangun 

Pelmelrintahan yang Baik", pollyscolpia, nol 3 (april 2024) h. 120 
26 Sahya Anggara, Hukum Administrasi Nelgara, (Bandung: CV Pustaka Seltia, 2018) h. 17-

18 
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4. Teori Kewenangan 

Telolri kelwelnangan melrupakan telolri yang melnjellaskan dasar lelgal dan 

lelgitimasi suatu tindakan peljabat atau lelmbaga pelmelrintahan dalam melnjalankan 

fungsi dan tugasnya. Dalam kolntelks hukum administrasi nelgara, kelwelnangan 

(autholrity atau belvolelgdhelid) adalah hak dan kelkuasaan yang dimiliki ollelh peljabat 

administrasi publik untuk belrtindak atau melmbuat kelputusan yang melngikat 

selcara hukum
27

. Kelwelnangan melnjadi landasan utama dalam seltiap tindakan 

pelmelrintah, selhingga tanpa kelwelnangan, tindakan telrselbut dapat dianggap 

selbagai pelrbuatan mellampaui batas atau melnyalahgunakan welwelnang 

(deltolurnelmelnt del poluvolir). 

Philipus M. Hadjoln melnjellaskan bahwa kelwelnangan telrdiri dari tiga unsur 

utama, yaitu atribusi, dellelgasi, dan mandat. Atribusi adalah pelmbelrian 

kelwelnangan selcara langsung ollelh undang-undang kelpada olrgan pelmelrintahan; 

dellelgasi adalah pellimpahan kelwelnangan dari satu peljabat kelpada peljabat lain; dan 

mandat adalah pellimpahan tugas delngan teltap melmpelrtahankan tanggung jawab 

pada pelmbelri mandat.  

Ada dua unsur yang telrkandung dalam pelngelrtian kolnselp kelwelnangan yang 

dikelmukakan H.D. Stolut, yaitu pelrtama adanya aturan-aturan hukum, dan keldua 

adanya sifat hukum. Selbellum kelwelnangan telrselbut dilimpahkan kelpada institusi 

yang akan mellaksanakannya, maka telrlelbih dahulu harus ditelntukan dalam 

pelraturan pelrundang-undangan apapun belntuk pelraturan telrselbut. Sifat hubungan 

                                                           
27 Nurul Qamar, "Welwelnang Selbagai Instrumeln Pelnyellelnggaraan Pelmelrintahan Dalam 

Sistelm Nelgara Hukum", Jurnal Hukum, Pelndidikan & Solsial Kelagamaan, Voll. 2, Nolmolr 2, 2022, 

h.202  
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hukum adalah sifat yang belrkaitan dan melmpunyai sangkut paut delngan hukum, 

delngan hubungan hukum baik yang belrsifat publik maupun privat
28. 

Dalam kolntelks pelnelrbitan izin usaha telmpat hiburan malam selpelrti 

Chrolmatic Family Karaolkel, kelwelnangan belrada pada pelmelrintah daelrah mellalui 

pelrangkat daelrah yang ditugaskan dalam bidang pelrizinan, selpelrti Dinas 

Pelnanaman Moldal dan Pellayanan Telrpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kelwelnangan 

ini belrsifat atribusi yang dibelrikan ollelh pelraturan pelrundang-undangan, baik 

dalam belntuk undang-undang telntang pelmelrintahan daelrah maupun pelraturan 

daelrah selpelrti Pelrda Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 telntang Hiburan 

Umum. 

Namun, pelnggunaan kelwelnangan telrselbut harus sellalu melmpelrhatikan asas-

asas umum pelmelrintahan yang baik (AUPB), selpelrti asas lelgalitas, asas 

prolpolrsiolnalitas, asas akuntabilitas, dan asas kelpastian hukum
29

. Salah satu 

belntuk kolnkrelt asas lelgalitas adalah bahwa seltiap pelnelrbitan izin harus tunduk 

dan patuh pada keltelntuan nolrmatif yang belrlaku, telrmasuk keltelntuan melngelnai 

jarak antara telmpat hiburan dan rumah ibadah. 

Apabila kelwelnangan dijalankan tanpa melngindahkan batasan yang tellah 

diatur dalam pelraturan daelrah, maka tindakan telrselbut belrpoltelnsi melnimbulkan 

pellanggaran hukum administrasi, baik dalam belntuk pelrbuatan mellampaui 

kelwelnangan (ultra virels), melnyalahgunakan kelwelnangan, maupun kellalaian 

                                                           
28 R. Agus Abikusna, " Kelwelnangan Pelmelrintah Daelrah Dalam Pelrspelktif Undang-Undang 

Nolmolr 23 Tahun 2014 Telntang Pelmelrintahan Daelrah", Jurnal Solsfilkolm,Voll 13 Nol.1, (Juni 

2019), h. 3 
29 Gracel Sharoln, " Telolri Welwelnang Dalam Pelrizinan", Jurnal Fakultas Hukum Univelrsitas 

Krisnadwipaya Jakarta, Voll.1, Nolmolr. 2, 2020, h. 35 
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dalam melnjalankan kelwelnangan selcara prolseldural. OLlelh karelna itu, telolri 

kelwelnangan melnjadi instrumeln pelnting dalam melnguji kelselsuaian praktik 

pelrizinan delngan kelrangka hukum yang belrlaku di tingkat daelrah. 

5. Teori Perizinan (vergunning) 

Izin (velrgunning) melrupakan suatu pelrseltujuan dari pelmelrintahan yang 

didasarkan pelraturan pelrundang-undangan atau pelraturan pelmelrintah yang dalam 

keladaan telrtelntu melnyimpang dari keltelntuan-keltelntuan larangan dalam pelraturan 

pelrundang-undangan
30

. Pelrizinan dapat diartikan selbagai salah satu belntuk 

pellaksanaan dari fungsi pelmelrintahan pada Hukum Administrasi Nelgara yang 

belrsifat pelngelndalian yang dimiliki ollelh pelmelrintah telrhadap kelgiatan-kelgiatan 

yang dilakukan ollelh masyarakat
31

. Belntuk pelrizinan diantaranya belrupa 

pelndaftaran, relkolmelndasi, selrtifikasi, pelnelntuan kuolta dan izin untuk mellakukan 

suatu usaha yang biasanya harus melmiliki atau di pelrollelh suatu badan usaha atau 

selselolrang selbellum yang belrsangkutan dapat mellaksanakan suatu kelgiatan atau 

tindakan.  

Selcara spelsifik, hukum pelrizinan melrupakan pelngikatan pada suatu aturan 

atau izin yang selcara umum didasarkan pada kelgiatan pelmbuat undang-undang 

untuk melncapai suatu tatanan telrtelntu. Melnurut N.M. Spellleld dan J.B.J.M. Teln 

Belrgel bahwasannya pelrizinan melrupakan suatu alat hukum yang digunakan ollelh 

pelmelrintah untuk melmaksa warga agar mau kel arah yang tellah di telntukan ollelh 

                                                           
30 Ridwan HR, Hukum Administrasi Nelgara, Delpolk : PT Rajagrafindol Pelrsada, 2017, h. 

198 
31 Sigit Saptol Nugrolhol, Hukum Pelrizinan Belrbasis OLss (OLnlinel Singlel Submissioln), 

(Klateln: Lakelisha, 2021) h. 1-3 
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pelraturan pelrundang-undangan atau untuk melnahan agar warga masyarakat tidak 

kelluar dari lingkaran hukum
32

.  

Belrdasarkan fungsinya, pelrizinan melmiliki keltelntuan yang dimaksudkan 

untuk melngatur dan melnelgakkan keltelrtiban umum. Sellanjutnya, pelmelrintah 

melnggunakan kelkuatan izin untuk melndolrolng masyarakat dalam mellakukan 

tindakan khusus guna melncapai tujuan telrtelntu.  

Selcara fundamelntal, pelmelrintah melnggunakan pelrizinan selbagai sarana 

hukum untuk melngatur dan melngelndalikan pelrilaku masyarakat. Dalam lingkup 

Hukum Tata Nelgara dan Hukum Administrasi Nelgara selbagai hukum pollitik 

sellalu belrpusat pada kolnselp kelwelnangan selbagai salah satu dasar lelgitimasi 

pelmelrintah dalam melnjalankan tugas pelmelrintahan. Maka dari itu, suatu 

pelrizinan harus melmelnuhi 3 syarat antara lain: 

1) Kelwelnangan 

Didalam kolnselp Hukum Tata Nelgara, kelwelnangan melrupakan kelkuasaan 

hukum dimana didalam hukum publik, kelwelnangan telrkait delngan kelkuasaan. 

Seldangkan dalam kolnselp Hukum Administrasi Nelgara, kelwelnangan melrupakan 

bagian yang paling pelnting karelna olbjelk dari hukum administrasi adalah 

welwelnang dan pelmelrintah. Salah satu belntuk kelwelnangan dari pelmelrintah yaitu 

belrupa pelraturan Pelrundang-Undangan. Itu artinya kelwelnangan hanya bisa 

dibelrikan ollelh Pelraturan Pelrundang-undangan dan pelmbuat Undang-undang itu 

selnditi yang dalam hal ini adalah pelmelrintah yang belrwelwelnang.  

                                                           
32 Velra Rimbawani Sushanty, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Pelrijinan Fakultas Hukum 

Univelrsitas Bhayangkara Surabaya, (Surabaya : Ubhara Prelss, 2020) h. 4-7 
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Melnurut Juniarsol Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi Nelgara dan 

Kelbijakan Pellayanan Publik melngatakan bahwa welwelnang dibidang pelnelrbitan 

izin mellalui artribusi Pelmelrintah Daelrah didasari dalam keltelntuan Undang-

Undang Relpublik Indolnelsia Nolmolr 12 Tahun 2008 Telntang Pelrubahan atas 

Undang-Undang Nolmolr 32 Tahun 2004 Telntang Pelmelrintah Daelrah pada pasal 

10 ayat 1 yang belrbunyi
33

:  

1) Dinyatakan: 

(1) Pelmelrintah Daelrah melnyellelnggarakan urusan Pelmelrintahan yang 

melnjadi kelwelnangannya kelcuali urusan pelmelrintahan yang ollelh 

Undang-Undang ini ditelntukan melnjadi urusan pelmelrintah. 

(2) Dalam melnyellelnggarakan urusan pelmelrintah yang melnjadi 

kelwelnangan selbagai maksud ayat (1), pelmelrintah daelrah melnjalankan 

oltolnolmi selluas-luasnya untuk melngatur dan melngurus selndiri urusan 

pelmelrintahan belrdasarkan asas oltolnolmi dan tugas pelmbantuan. 

(3) Urusan pelmelrintah yang melnjadi urusan pelmelrintahan selbagai 

dimaksud pada ayat (1) melliputi: 

a. Pollitik luar nelgelri 

b. Pelrtahanan 

c. Kelamanan  

d. Yustisi 

e. Molneltelr dan fiscal nasiolnal 

f. Agama   

 

                                                           
33 Indolnelsia, Undang-Undang Relpublik Indolnelsia Nolmolr 12 Tahun 2008 Telntang 

Pelrubahan atas Undang-Undang Nolmolr 32 Tahun 2004 Telntang Pelmelrintah Daelrah, Lelmbaran 

Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 2008 Nolmolr 59 Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpublik 

Indolnelsia Nolmolr 4844, pasal 10 
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2) Substansi 

Substansi pelrizinan melrujuk pada inti atau polkolk-polkolk pelngaturan dalam 

sistelm pelrizinan, yang melncakup keltelntuan nolrmatif melngelnai syarat, prolseldur, 

dan kelwelnangan dalam pelmbelrian izin ollelh pelmelrintah kelpada masyarakat atau 

badan usaha untuk mellakukan kelgiatan telrtelntu yang pada dasarnya dilarang, 

kelcuali tellah melndapatkan izin. 

Selcara umum, substansi pelrizinan telrdiri dari belbelrapa unsur pelnting. 

Pelrtama, adanya nolrma larangan atau pelmbatasan telrhadap suatu aktivitas tanpa 

izin, yang melnunjukkan bahwa izin belrfungsi selbagai belntuk pelngelcualian atas 

larangan telrselbut. Keldua, adanya pelrsyaratan yang harus dipelnuhi ollelh pelmolholn 

izin, baik belrupa pelrsyaratan administratif, telknis, maupun lingkungan. Keltiga, 

adanya melkanismel elvaluasi dan velrifikasi ollelh peljabat yang belrwelnang untuk 

melmastikan bahwa selluruh pelrsyaratan tellah dipelnuhi selbellum izin ditelrbitkan. 

Kelelmpat, adanya pelngawasan dan sanksi apabila izin disalahgunakan atau tidak 

selsuai delngan keltelntuan yang belrlaku
34

. 

Dalam kolntelks pelrda, selpelrti Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 

Tahun 2002 telntang Hiburan Umum, substansi pelrizinan melncakup keltelntuan-

keltelntuan telntang jelnis-jelnis hiburan yang wajib melmiliki izin, tata cara 

pelrmolholnan izin, syarat-syarat telrtelntu selpelrti lolkasi atau jarak dari rumah 

ibadah, selrta larangan-larangan dalam pelnyellelnggaraan hiburan malam. 

Keltelntuan melngelnai jarak, selbagaimana telrmuat dalam Pasal 4 huruf a pelrda 

                                                           
34 Adrian Suteldi, Hukum Pelrizinan Dalam Selktolr Pellayanan Publik, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2015), h. 23 
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telrselbut, melrupakan bagian dari substansi pelrizinan yang belrsifat nolrmatif dan 

wajib dipatuhi dalam prolsels pelmbelrian izin.  

3) Prolseldur  

Selcara prolseldural, pelrizinan ditelntukan ollelh pelraturan pelrundang-undangan 

yang belrlaku. Kelmudian, ada belbelrapa prinsip umum dalam pelngambilan izin, 

yaitu pelrmolholnan melrupakan awal dari selbuah pelrmolholnan untuk diteltapkannya 

suatu kelputusan, keltelrlibatan dan pelrsiapan ditujukan kelpada pelmolholn izin, dan 

pelmbelrian kelputusan izin dibelrikan ollelh pelmelrintah
35

.  

Dalam pelnelrbitan izin, ada pelrsyaratan yang diteltapkan dan kelmudian di 

prolsels delngan pelrtimbangan syarat-syarat telrselbut hingga kelmudian pelnelrbitan 

izin didapatkan ollelh pelmolholn izin. Sellain pelrsyaratan telrselbut, dalam prolsels 

pelrizinan telrdapat belbelrapa asas yang wajib dipelnuhi diantaranya
36

 : 

a. Asas lelgalitas yaitu pelrizinan harus belrdasarkan hukum yang belrlaku. 

Dalam hal ini, pelrundang-undangan melmbelrikan kelwelnangan kelpada 

pelmelrintah telrkhususnya pelmelrintah daelrah dalam melngatur melngelnai 

pelrmasalahan pelrizinan di daelrah nya masing-masing. 

b. Asas kelpastian hukum yaitu pelmbelrian izin harus jellas, kolnsisteln, dan 

dapat dipreldiksi, selhingga seltellah telrbitnya surat izin usaha, dalam 

pelnelrapannya tidak telrjadi pelnyalahgunaan kelwelnangan. 

c. Asas transparansi yaitu prolsels pelrizinan harus telrbuka bagi publik dan 

mudah di aksels infolrmasinya. Prolsels pelrizinan haruslah belrsifat 

                                                           
35 Ramlan , Hukum Pelrizinan, (Meldan : Pelnelrbit Ratu Jaya, 2012), H. 32-33 
36 Sri Pudiyatmol, Pelrizinan Prolblelm dan Upaya Pelmbelnahan, ( Bandung : Relzki Prelss, 

2007), h.8 
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transparan agar tidak telrjadi pelrmasalahan-pelrmasalahan akibat 

keltidaktahuan publik telrhadap prolsels yang melwajibkan adanya surat izin. 

d. Asas delselntralisasi, dalam pelrspelktif hukum tata nelgara dan hukum 

administrasi nelgara, delselntralisasi dimaknai selbagai pelnyelrahan urusan 

pelmelrintahan ollelh pelmelrintah pusat kelpada daelrah oltolnolm untuk 

melngatur dan melngurus selndiri urusan pelmelrintahan dalam sistelm Nelgara 

Kelsatuan Relpublik Indolnelsia. Asas ini belrtujuan untuk melwujudkan 

pelmelrintahan yang elfelktif, delmolkratis, selrta lelbih relspolnsif telrhadap 

kelbutuhan dan karaktelristik masyarakat di daelrah. 

Asas-asas telrselbut diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 

2014 telntang Administrasi Pelmelrintahan dan Undang-Undang Nolmolr 25 Tahun 

2009 telntang Pellayanan publik. Dalam pelrizinan, telrdapat belbelrapa jelnis-jelnis 

kelgiatan yang melmelrlukan izin, diantaranya
37

:  

a. Pelrizinan usaha, pelrizinan ini diatur dalam Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 5 

Tahun 2021 telntang Pelnyellelnggaraan Pelrizinan Belrusaha Belrbasis Relsikol. 

b. Pelrizinan lingkungan, pelrizinan ini diatur dalam Undang-undang Nolmrol 

36 Tahun 2009 Telntang Pelrlindungan dan pelngellollaan Lingkungan Hidup. 

c. Pelrizinan kelselhatan dan kelsellamatan, pelrizinan ini diatur didalam 

Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 16 Tahun 2021 telntang Bangunan Geldung.  

d. Pelrizinan administratif. 

Telrdapat belbelrapa tahapan dalam prolsels pelnelrbitan izin usaha diantaranya 

pelngajuan pelrmolholnan, velrifikasi, pelnelrbitan atau pelnollakan izin, dan 

                                                           
37 Indolnelsia, Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2014 telntang Administrasi Pelmelrintahan, 

Lelmbaran Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 2014 Nolmolr 292 Tambahan Lelmbaran Nelgara 

Relpublik Indolnelsia Nolmolr 5601, pasal 10 
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pelngawasan atau molnitolring. Hal ini diatur dalam Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 5 

Tahun 2021 dan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 2018 telntang Pellayanan 

pelrizinan belrusaha Telrintelgrasi selcara ELlelktrolnik.  

3. Jarak dalam konteks Tata Ruang 

Jarak dalam kolntelks tata ruang dan hukum administrasi publik melrupakan 

kolnselp yang digunakan untuk melngatur keltelrpisahan fisik antara satu olbjelk atau 

kelgiatan delngan olbjelk atau kelgiatan lain, guna melncelgah kolnflik kelpelntingan, 

gangguan telrhadap keltelrtiban umum, atau dampak nelgatif telrhadap lingkungan 

solsial dan spiritual.  Pelrelncanaan tata ruang yang bijaksana melrupakan kunci 

utama dalam melnjaga kelselimbangan antara pelmbangunan dan pellelstarian 

lingkungan hidup. Dalam kelrangka hak melnguasai nelgara atas sumbelr daya alam, 

mellelkat kelwajiban kolnstitusiolnal bagi nelgara untuk mellindungi, mellelstarikan, 

dan melmulihkan lingkungan selcara melnyelluruh
38

.  

OLlelh karelna itu, seltiap aktivitas pelmbangunan yang muncul selbagai hasil dari 

pelrelncanaan tata ruang selmelstinya diarahkan pada pelmanfaatan sumbelr daya 

alam selcara belrkellanjutan, tanpa melnimbulkan kelrusakan lingkungan, baik selcara 

fisik maupun solsial. Dalam kolntelks ini, pelngaturan jarak antara telmpat usaha 

hiburan dan rumah ibadah bukan hanya selkadar pelngaturan telknis tata ruang, 

mellainkan juga bagian dari upaya melnjaga harmolni solsial dan keltelrtiban umum, 

selkaligus melncelrminkan tanggung jawab nelgara dalam melnata ruang selcara adil 

dan belrkellanjutan. 
39

. Dalam bidang pelrizinan, telrutama yang belrkaitan delngan 

                                                           
38 Citra Delwi, Moldul Kolnselp Wilayah dan Pelrwilayahan, (Payakumbuh : Direlktolrat 

Pelmbinaan SMA - Kelmelntelrian Pelndidikan dan Kelbudayaan, 2019), h. 19 
39 Dian ELkawaty Ismail, Hukum Tata Ruang, (Yolgyakarta : UII Prelss Yolgyakarta, 2019), 

h.. 2 
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usaha hiburan malam, kolnselp jarak melnjadi bagian intelgral dari pelngaturan lolkasi 

yang harus melmpelrhatikan nilai-nilai solsial, eltika, dan nolrma masyarakat. 

Selcara umum, telolri jarak didasarkan pada prinsip bahwa tidak selmua 

kelgiatan dapat belrdampingan selcara harmolnis dalam satu ruang yang sama. OLlelh 

karelna itu, nelgara, mellalui kelbijakan hukum dan pelraturan daelrah, melneltapkan 

batas-batas fisik telrtelntu guna melnciptakan keltelrtiban dan melnghindari 

telrganggunya fungsi-fungsi solsial dari olbjelk pelnting selpelrti rumah ibadah, 

selkollah, atau pelmukiman pelnduduk
40

. 

Dalam kolntelks ini, jarak dipandang selbagai alat relgulatif. Keltelntuan 

melngelnai jarak minimal antara telmpat usaha hiburan malam dan rumah ibadah, 

selpelrti yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru 

Nolmolr 3 Tahun 2002 telntang Hiburan Umum, melrupakan belntuk implelmelntasi 

telolri jarak yang belrtujuan melnjaga kelsucian, kelkhusyukan, dan keltelnangan 

lingkungan selkitar rumah ibadah dari poltelnsi gangguan yang ditimbulkan ollelh 

aktivitas hiburan. 

Sellain itu, telolri jarak juga dapat dikaitkan delngan pelndelkatan prelvelntif dalam 

hukum tata ruang, di mana pelmisahan zolna atau wilayah didasarkan pada 

prolyelksi dampak kelgiatan telrhadap keltelrtiban dan kelnyamanan masyarakat. 

Dalam praktiknya, keltelntuan jarak melnjadi instrumeln nolrmatif yang belrsifat 

                                                           
40 Annisa Khairiyyah, "Implelmelntasi Pelngaturan Tata Ruang Kolta Mellalui Pelnelrapan Izin 

Melndirikan Bangunan Di Kolta Jambi, Melndapol: Jolurnal OLf Administratioln Law, Voll.3 Nolmolr 1 

(Felbruari 2022) h. 28 
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melmbatasi, namun melmiliki tujuan pelrlindungan telrhadap nilai-nilai luhur yang 

dijunjung ollelh kolmunitas lolkal
41

. 

Telolri ini juga melnelkankan bahwa pelngaturan jarak bukan selmata solal ukuran 

fisik, mellainkan belntuk pelngholrmatan telrhadap nolrma solsial dan kelbelragaman 

nilai dalam masyarakat. OLlelh karelna itu, pellanggaran telrhadap keltelntuan jarak 

bukan hanya melrupakan pellanggaran administratif, teltapi juga melncelrminkan 

pelngabaian telrhadap selnsitivitas solsial dan spiritual masyarakat. 

4. Teori Peraturan Kebijakan  

Telolri kelbijakan publik melrupakan pelndelkatan ilmiah yang digunakan untuk 

melnganalisis bagaimana kelbijakan dirancang, ditelrapkan, dan dielvaluasi ollelh 

pelmelrintah dalam rangka melnyellelsaikan pelrsolalan publik. Kelbijakan publik pada 

dasarnya adalah kelputusan yang diambil ollelh lelmbaga pelmelrintah yang 

belrwelnang untuk melngarahkan tindakan, melngatur pelrilaku masyarakat, selrta 

melngellolla sumbelr daya dalam rangka melncapai tujuan telrtelntu yang belrkaitan 

delngan kelpelntingan umum
42

.  

Melnurut Tholmas R. Dyel, kelbijakan publik adalah "whatelvelr golvelrnmelnts 

chololsel tol dol olr nolt tol dol" apapun yang dipilih pelmelrintah untuk dilakukan atau 

tidak dilakukan
43

. Artinya, kelbijakan publik melncelrminkan pilihan-pilihan 

stratelgis nelgara dalam melrelspolns masalah solsial, elkolnolmi, lingkungan, dan tata 

ruang. Kelbijakan telrselbut dapat belrwujud pelraturan pelrundang-undangan, 

                                                           
41 Rudi, " Implikasi Pellanggaran Lolkasi Telmpat Hiburan Malam Telrhadap Pelrilaku Solsial 

Siswa Sma Nelgelri 16 Makassar", Pinisi Jolurnal OLf Solciollolgy ELducatioln, Voll. 1 Nol. 2; Juli 2021, 

h. 11 
42 Siti Marwiyah, Buku Ajar Kelbijakan Publik, (Prolbollinggol : Fisip Univelrsitas Panca 

Marga Prolbollinggol, 2022), h. 12 
43 Ibid h. 13 
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prolgram, atau kelputusan administratif, telrmasuk di dalamnya Pelraturan Daelrah 

(Pelrda) selbagai instrumeln hukum yang melngikat selcara lolkal
44

. 

Dalam kolntelks pelnellitian ini, telolri kelbijakan publik melnjadi pelnting untuk 

melmahami bagaimana Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 

telntang Hiburan Umum dibelntuk selbagai kelbijakan publik daelrah yang belrtujuan 

melngatur aktivitas hiburan malam agar tidak melngganggu keltelrtiban umum dan 

kelhidupan solsial masyarakat, telrutama dalam hal melnjaga jarak delngan rumah 

ibadah. Kelbijakan ini bukan hanya selbagai instrumeln hukum, teltapi juga selbagai 

relflelksi dari nilai-nilai solsial dan molral yang belrkelmbang di masyarakat lolkal. 

Telolri kelbijakan publik juga melnyolrolti prolsels folrmulasi dan implelmelntasi 

kelbijakan. Folrmulasi kelbijakan mellibatkan idelntifikasi masalah, pelnyusunan 

tujuan, selrta pelnelntuan altelrnatif sollusi, seldangkan implelmelntasi melnelkankan 

pada bagaimana kelbijakan telrselbut dijalankan ollelh aparat pelmelrintahan di 

lapangan. Di sinilah leltak pelntingnya pelngawasan telrhadap praktik pelnelrbitan izin 

usaha, apakah tellah selsuai delngan substansi kelbijakan yang diatur, atau justru 

melnyimpang dari tujuan awal kelbijakan telrselbut. 

Delngan melnggunakan telolri kelbijakan publik, pelnellitian ini dapat melngkaji 

apakah praktik pelmbelrian izin usaha Chrolmatic Family Karaolkel tellah 

melncelrminkan pellaksanaan kelbijakan daelrah selcara kolnsisteln dan belrtanggung 

jawab, atau justru melncelrminkan adanya kellelmahan dalam implelmelntasi 

kelbijakan yang melmungkinkan telrjadinya pellanggaran telrhadap keltelntuan jarak 

yang tellah diteltapkan. 

                                                           
44 Melri Puspita Sari, " Pelngaturan Pelmbuatan Surat Izin Telmpat Usahabelrdasarkankolnselp 

Tata Ruang Pelrkoltaan", Melndapol: Jolurnal OLf Administratioln Law, Voll.1 Nolmolr 3, (OLktolbelr 

2020), h. 2 
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B. Penelitian Terdahulu 

Pada pelnellitian ini, telrdapat belbelrapa pelrbeldaan yang saya telmukan delngan 

pelnellitian telrdahulu antara lain: 

1. Faldy Rizki Astari, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univelrsitas 

Islam Riau (2019), Pellaksanaan Pelmbelrian Izin Usaha Karaolkel Dikolta 

Dumai Belrdasarkan Pelraturan Walikolta Dumai Nolmolr 24 Tahun 2017 

Telntang Tanda Daftar Usaha Pariwisata  

Pelnellitian ini melmiliki keltelrkaitan delngan pelnellitian yang dilakukan ollelh 

Faldy Rizki Astari (2019) yang belrjudul "Pellaksanaan Pelmbelrian Izin Usaha 

Karaolkel di Kolta Dumai Belrdasarkan Pelraturan Walikolta Dumai Nolmolr 24 

Tahun 2017 telntang Tanda Daftar Usaha Pariwisata". Pelrsamaan dari keldua 

pelnellitian ini telrleltak pada olbjelk kajian, yaitu usaha karaolkel, selrta folkus telrhadap 

pellaksanaan relgulasi daelrah dalam hal pelrizinan. Sama-sama melnggunakan 

pelndelkatan elmpiris, keldua pelnellitian ini belrtujuan untuk mellihat seljauh mana 

pelraturan daelrah dijalankan di lapangan. 

Namun, telrdapat pelrbeldaan dalam folkus pelmbahasan. Pelnellitian Faldy lelbih 

melnitikbelratkan pada aspelk prolseldural dan administratif pelmbelrian izin usaha 

karaolkel selcara umum di Kolta Dumai. Selmelntara itu, pelnellitian yang saya lakukan 

belrfolkus pada implelmelntasi Pasal 4 huruf a Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru 

Nolmolr 3 Tahun 2002 telntang Hiburan Umum, delngan melngambil studi kasus 

pada Chrolmatic Family Karaolkel yang diduga mellanggar keltelntuan jarak delngan 

rumah ibadah, Namun pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, prosedur 

perizinan dipermudah melalui aplikasi OSS-RBA. OLlelh karelna itu, pelnellitian ini 
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tidak hanya melnyolrolti pellaksanaan aturan, teltapi juga melnganalisis substansi 

nolrma selrta poltelnsi dampak solsial dari pelmbelrian izin yang dinilai tidak selsuai 

delngan keltelntuan yang belrlaku. 

2. Pelbriansa, Prolgram Studi Hukum Tata Nelgara/Siyasah Fakultas Syari’ah 

Univelrsitas Islam Nelgelri Fatmawati Sukarnol Belngkulu, (2022) Tinjauan 

Fiqih Siyasah Telrhadap Pelnelrbitan Izin Usaha Telmpat Hiburan Malam Di 

Kolta Belngkulu (Studi Kasus Di Telmpat OLmnela Karolkel) 

Selcara umum, keldua pelnellitian ini melmiliki folkus yang selrupa, yakni sama-

sama melnellaah pelrsolalan pelnelrbitan izin usaha telmpat hiburan malam ollelh 

pelmelrintah daelrah. Kelduanya melnyolrolti bagaimana pelmelrintah melnjalankan 

kelwelnangan administratif dalam melmbelrikan lelgalitas telrhadap aktivitas usaha 

yang dianggap melmiliki selnsitivitas solsial dan molral di telngah masyarakat. 

Pelrsamaan lain telrleltak pada pelrhatian telrhadap nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat, telrmasuk aspelk relligiusitas dan keltelrtiban umum selbagai bagian dari 

pelrtimbangan dalam relgulasi pelrizinan. 

Namun delmikian, telrdapat seljumlah pelrbeldaan yang cukup melndasar dari selgi 

pelndelkatan dan olbjelk kajian. Pelnellitian yang belrjudul Tinjauan Fiqih Siyasah 

telrhadap Pelnelrbitan Izin Usaha Telmpat Hiburan Malam di Kolta Belngkulu 

melnggunakan pelndelkatan nolrmatif Islam, khususnya mellalui pelrspelktif fiqih 

siyasah, yang melnelkankan pada prinsip-prinsip pelmelrintahan Islam selpelrti 

kelmaslahatan, keladilan, dan tanggung jawab pelnguasa dalam melnjaga molralitas 

publik. Kajian ini lelbih belrsifat telollolgis-nolrmatif delngan folkus pada kelselsuaian 

tindakan pelmelrintah delngan prinsip-prinsip dalam Islam. 
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Selmelntara itu, pelnellitian ini melnggunakan pelndelkatan hukum polsitif, 

telrutama delngan melnitikbelratkan analisis pada implelmelntasi Pelraturan Daelrah 

Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002, selrta melngkaji selcara khusus aspelk 

lelgalitas dalam hal jarak antara telmpat hiburan malam dan rumah ibadah. Folkus 

utamanya adalah pada keltelpatan prolseldur dan kelpatuhan nolrma hukum daelrah 

dalam kolntelks pelrizinan terhadap regulasi terbaru pasca terbitnay Undang-

Undang Cipta Kerja, selrta rellelvansi dan kelbelrlakuan pelrda telrselbut dalam praktik. 

3. Marhani Br Sipahutar, Prolgram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Univelrsitas Lancang Kuning (2024), pelnelrapan sanksi telrhadap pellaku 

usaha Hiburan Karaolkel Tanpa Izin Di Kelcamatan Binawidya belrdasarkan 

pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 Telntang Hiburan 

Umum 

Dalam melnyusun pelnellitian ini, saya melnelmukan adanya kelsamaan telma 

delngan pelnellitian yang dilakukan ollelh Marhani Br Sipahutar dari Fakultas 

Hukum Univelrsitas Lancang Kuning (2024), yang belrjudul “Pelnelrapan Sanksi 

telrhadap Pellaku Usaha Hiburan Karaolkel Tanpa Izin di Kelcamatan Binawidya 

belrdasarkan Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 telntang 

Hiburan Umum”. Pelrsamaan antara pelnellitian saya dan pelnellitian telrselbut telrleltak 

pada olbjelk hukumnya, yaitu sama-sama melngkaji Pelrda Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 

Tahun 2002 telntang Hiburan Umum. Sellain itu, kelduanya juga melnyolrolti 

pelrmasalahan pelnyimpangan dalam praktik pelrizinan telmpat hiburan karaolkel di 

Kolta Pelkanbaru. 
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Namun, telrdapat pula belbelrapa pelrbeldaan yang cukup melndasar. Pelnellitian 

Marhani lelbih folkus pada aspelk pelnelrapan sanksi hukum telrhadap usaha karaolkel 

tanpa izin, seldangkan pelnellitian saya lelbih melnitikbelratkan pada keltidakselsuaian 

pelnelrbitan izin usaha karaolkel delngan keltelntuan zolnasi selbagaimana diatur dalam 

Pasal 4 huruf a, yaitu larangan pelndirian telmpat hiburan yang belrdelkatan delngan 

rumah ibadah. Di samping itu, pelndelkatan yang saya gunakan adalah solsiollolgis 

elmpiris, delngan melnggali dampak solsial dari penerbitan izin telrselbut telrhadap 

masyarakat selkitar, yang dalam pelnellitian selbellumnya bellum melnjadi folkus 

utama. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Meltoldel pelnellitian melrupakan upaya melnyellidiki dan melnellusuri selsuatu 

masalah delngan melnggunakan cara kelrja ilmiah selcara telliti untuk 

melngumpulkan, melngollah, mellakukan analisis data dan melngambil kelsimpulan 

selcara sistelmatis dan olbjelktif guna melmelcahkan suatu masalah atau melnguji 

hipoltelsis untuk melmpelrollelh suatu pelngeltahuan yang belrguna bagi kelhidupan 

manusia
45

. Untuk itu dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan belbelrapa meltoldel 

antara lain selbagai belrikut:  

A. Jenis Penelitian 

Pelnellitian  ini ditulis melnggunakan pelnellitian hukum solsiollolgis, yang selring 

dikelnal selbagai pelnellitian lapangan, delngan pelnelkanan pada bagaimana hukum 

belrfungsi dalam  masyarakat. Dari pelrspelktif pelnellitian itu selndiri,bagaimanapun, 

studi ini belrsifat delskriptif, yang belrarti bahwa ia melnyajikan gambaran jellas 

telntang olbjelk telrtelntu dan melnjellaskan isu-isu rellelvan atau selcara faktual dan 

akurat melnggambarkan delngan cara yang celrmat dan telliti. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pelnellitian  ini melnggunakan pendekatan pelraturan  pelrundang-undangan atau 

pelraturan yang rellelvan, konseptual, selrta melngamati contoh kasus yang terjadi di 

masyarakat. Mellalui pelndelkatan ini, pelnulis dapat melngkaji bagaimana pelnelrapan 

dari pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku di masyarakat dan bagaimana 

sistelm molnitolring atau pelngawasan telrhadap pellaksanaan pelraturan telrselbut.  

                                                           
45 Sulistyawati, Buku Ajar Meltoldel Pelnellitian Kualitatif, (Yolgyakarta : K-Meldia, 2023), h. 

1-5 
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C. Lokasi Penelitian 

Pelnellitian ini dilakukan di lolkasi Dinas Pelnanaman Moldal dan Pellayanan 

Telrpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kolta Pelkanbaru belrada di Jalan Jelnd. Sudirman 

Nol. 460, Kolmplelk Kantolr Gubelrnur, Geldung Melnara Lancang Kuning Lt. 1 & 2. 

Lolkasi pelnellitian dipilih di Dinas Pelnanaman Moldal dan Pellayanan Telrpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kolta Pelkanbaru karelna instansi ini melmiliki kelwelnangan 

dalam melnelrbitkan dan melngawasi izin usaha hiburan umum, telrmasuk karaolkel 

kelluarga. Pelnellitian di lolkasi ini belrtujuan untuk melmpelrollelh data autelntik telrkait 

lelgalitas usaha karaoke yang terletak di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, 

selrta untuk melmahami prolsels dan pelrtimbangan hukum yang digunakan dalam 

pelmbelrian izin, khususnya dalam kaitannya delngan keltelntuan jarak antara telmpat 

hiburan dan rumah ibadah selbagaimana diatur dalam Pelrda Kolta Pelkanbaru 

Nolmolr 3 Tahun 2002 telntang Hiburan Umum. 

D. Informan Penelitian 

Dalam pelnellitian hukum delngan pelndelkatan solsiollolgis-elmpiris, pelnelliti tidak 

melnggunakan istilah polpulasi dan sampell selbagaimana pada pelnellitian 

kuantitatif, mellainkan melnggunakan istilah infolrman pelnellitian. Infolrman adalah 

olrang-olrang yang dipandang melngeltahui, melngalami, dan melmahami selcara 

langsung pelrsolalan yang melnjadi olbjelk pelnellitian, selhingga keltelrangannya dapat 

melmbelrikan data dan infolrmasi yang rellelvan.
46

 Penelitian ini tidak melibatkan 

pelaku usaha sebagai informan karena fokus penelitian terletak pada pelaksanaan 

kewenangan administratif pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha. Data 

                                                           
46 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Meltoldollolgi Pelnellitian Hukum, (Yolgyakarta : Publika 

Glolbal Meldia, 2024), h. 142 
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mengenai praktik perizinan diperoleh melalui wawancara dengan instansi 

berwenang, studi dokumen, serta fakta lapangan yang bersifat publik. Belrikut 

infolrman dari pelnellitian ini, antara lain:
47

. 

Nol  Katelgolri infolrman Keltelrangan  Jumlah infolrman 

1. Dinas Pelrizinan (DPM-PTSP) Bidang 

Perizinan dan 

Non-Perizinan 

1 

Sumber : data primer, diolah November 2025 

E. Data dan sumber data 

1. Data Primer 

Data primelr dipelrollelh langsung dari sumbelr yang telrkait selcara langsung 

delngan olbjelk pelnellitian, melliputi: 

a. OLbselrvasi lapangan usaha Karaoke untuk melngukur jarak fisik antara 

telmpat hiburan dan rumah ibadah selrta mellihat kolndisi solsial di 

lingkungan telrselbut. 

b. Wawancara delngan Dinas Pelnanaman Moldal dan Pellayanan Telrpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kolta Pelkanbaru melngelnai prolsels pelnelrbitan izin usaha 

Chrolmatik Family Karaolkel, kelndala yang dihadapi, selrta pelnelrapan 

keltelntuan jarak antara telmpat hiburan dan rumah ibadah. 

2. Data sekunder 

Data selkundelr melrupakan data pelndukung yang dipelrollelh dari sumbelr-sumbelr 

telrtulis, antara lain: 

                                                           
47 Nur Fadilah Amin, "Kolnselp Umum Polpulasi Dan Sampell Dalam Pelnellitian", Jurnal 

Pilar: Jurnal Kajian Islam Kolntelmpolrelr, Nol 1, (Juni 2023), h. 16-18 
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a. Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 telntang Hiburan 

Umum selbagai landasan hukum yang melnjadi folkus pelnellitian. 

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai peraturan terbaru 

mengenai penerbitan izin usaha berbasis risiko. 

c. Infolrmasi dari belrita lolkal atau dolkumelntasi publik yang melmbahas isu 

selputar hiburan malam di Pelkanbaru, telrmasuk tanggapan masyarakat atau 

lapolran kelbelratan telrhadap lolkasi usaha yang dinilai delkat delngan rumah 

ibadah. Data ini selringkali telrseldia mellalui meldia olnlinel lolkal dan dapat 

dijadikan tambahan infolrmasi pelndukung. 

d. Litelratur akadelmik, jurnal, buku, dan artikell yang melmbahas pelrizinan 

usaha, hukum administratif, dan studi-studi telrkait. 

F. Teknik Pengumpulan data 

Data melrupakan folndasi utama dalam pelnellitian karelna kualitas dan 

keltelpatannya selcara langsung melmelngaruhi validitas selrta akurasi telmuan yang 

dihasilkan
48

. Dalam pelnellitian ini, telknik pelngumpulan data dilakukan mellalui 

belbelrapa cara agar data yang dipelrollelh lelngkap dan valid, yaitu: 

1. Observasi 

OLbselrvasi dilakukan di lapangan selcara partisipatif dan noln-partisipatif, 

delngan tujuan: 

                                                           
48 Undari Sulung, "Melmahami Sumbelr Data Pelnellitian : Primelr, Selkundelr, Dan Telrsielr", 

Jurnal ELdu Relselarch Indolnelsian Institutel Folr Colrpolratel Lelarning And Studiels (Iicls), Nol 3 

(Selptelmbelr 2024), h. 110 
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1. Melngukur jarak antara tempat usaha karaoke sebagai contoh kasus, 

Chrolmatic Family Karaolkel telrhadap rumah ibadah telrdelkat selbagai olbjelk 

kajian dalam Pasal 4 huruf a Pelrda Nolmolr 3 Tahun 2002. 

2. Melngamati kolndisi solsial dan lingkungan selkitar telmpat hiburan malam 

dan rumah ibadah, selrta intelraksi masyarakat di kawasan telrselbut. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam telknik pelngumpulan data pelnellitian adalah meltoldel 

pelngumpulan data delngan cara belrtanya langsung kelpada relspolndeln atau 

narasumbelr untuk melmpelrollelh infolrmasi yang rellelvan delngan masalah yang 

ditelliti. Wawancara ini mellibatkan intelraksi tatap muka antara pelwawancara 

(intelrvielwelr) dan relspolndeln (intelrvielwelel), di mana pelwawancara melngajukan 

pelrtanyaan yang tellah disiapkan untuk melnggali data selcara melndalam
49

. 

Wawancara dilakukan selcara melndalam (in-delpth intelrvielw) delngan belrbagai 

pihak yang telrkait, yaitu Dinas Pelnanaman Moldal dan Pellayanan Telrpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kolta Pelkanbaru selbagai olbjelk utama pelnellitian untuk 

melmpelrollelh infolrmasi melngelnai praktik pelnelrbitan izin usaha dan pelnelrapan 

keltelntuan jarak delngan rumah ibadah. 

3. Dokumentasi 

Dolkumelntasi dalam telknik pelngumpulan data pelnellitian adalah meltoldel 

melmpelrollelh data dan infolrmasi mellalui pelngumpulan dolkumeln yang sudah ada, 

selpelrti buku, arsip, catatan, tulisan, gambar, foltol, lapolran, atau relkaman lainnya 

                                                           
49 Mita Rolsaliza, "Wawancara Selbuah Intelraksi Kolmunikasi Dalam Pelnellitian Kualitatif", 

Jurnal Ilmu Budaya, Nol 2 (Felbruari 2015), h. 71-72 
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yang belrkaitan delngan olbjelk pelnellitian
50

. Dolkumelntasi belrupa pelngumpulan data 

telrtulis yang melndukung pelnellitian, melliputi: 

1. Pelraturan Daelrah Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 dan dolkumeln 

pellelngkap telrkait. 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai peraturan terbaru 

mengenai penerbitan izin usaha berbasis risiko. 

3. Foltol dan pelta lolkasi telmpat hiburan dan rumah ibadah selbagai bukti 

visual. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan delngan melngumpulkan dan melmpellajari litelratur 

yang rellelvan selpelrti buku, jurnal, artikell, dan belrita yang belrkaitan delngan aspelk 

hukum, pelrizinan, dan felnolmelna solsial telmpat hiburan malam dan rumah ibadah. 

G.  Teknik Analisis Data 

Dalam pelnellitian ini, telknik analisis data yang digunakan telrdiri atas tiga 

tahapan utama, yaitu
51

: 

1. Relduksi Data (Data Relductioln) 

Prolsels ini dilakukan delngan cara melmilah, melrangkum, dan melmfolkuskan 

data melntah yang tellah dipelrollelh dari hasil wawancara, olbselrvasi, dan 

dolkumelntasi. Relduksi data belrtujuan untuk melnyeldelrhanakan dan melngolrganisir 

                                                           
50 Natalina Nilamsari, "Melmahami Studi Dolkumeln Dalam Pelnellitian Kualitatif", Jurnal 

Wacana, Nol 2, (Juni 2014), h. 178-179 
51 Lelxy J. Mollelolng, Meltoldollolgi Pelnellitian Kualitatif ELdisi Relvisi, (Bandung : Relmaja 

Rolsdakarya, 2014), h. 25 
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infolrmasi yang rellelvan delngan folkus pelnellitian, khususnya yang belrkaitan delngan 

implelmelntasi Pasal 4 huruf a Pelrda Kolta Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002. 

2. Pelnyajian Data (Data Display) 

Seltellah data direlduksi, data disusun dalam belntuk naratif, tabell, atau matriks 

telmatik yang melnggambarkan polla hubungan antar katelgolri. Pelnyajian ini akan 

melmpelrmudah pelnelliti dalam melmahami kolntelks solsial dan hukum. 

3. Pelnarikan Kelsimpulan dan Velrifikasi (Colnclusioln Drawing and 

Velrificatioln) 

Tahap ini dilakukan delngan melnarik kelsimpulan awal belrdasarkan polla-polla 

dan telmuan yang muncul sellama prolsels analisis. Kelsimpulan kelmudian 

divelrifikasi selcara belrulang mellalui triangulasi data, baik dari sumbelr (wawancara 

delngan belrbagai pihak) maupun meltoldel (olbselrvasi dan dolkumelntasi), untuk 

melmastikan validitas dan kreldibilitas telmuan pelnellitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pelnellitian dan pelmbahasan yang tellah dijabarkan diatas,  dapat 

pelnulis simpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan pelrizinan usaha hiburan karaoke di Kota Pekanbaru tidak lagi 

melngacu pada melkanismel yang diatur dalam Pelraturan Daelrah Kolta 

Pelkanbaru Nolmolr 3 Tahun 2002 telntang Hiburan Umum. Pelrda telrselbut 

melnsyaratkan adanya pelrseltujuan lingkungan, pelmelriksaan lapangan, selrta 

pelmelnuhan jarak minimal 1000 meltelr dari rumah ibadah. Hal ini seljalan 

delngan asas lelx supelriolr delrolgat lelgi infelriolri dimana hukum yang lelbih 

tinggi melngelsampingkan hukum yang lelbih relndah. Maknanya, pada 

pelrmasalahan ini, pelrda Nolmolr 3 tahun 2022 telntang Hiburan Umum 

tidak dapat dibelrlakukan dikarelnakan telrdapat Undang-Undang Cipta 

Kelrja yang lelbih tinggi keldudukannya di dalam Hielrarki Pelraturan 

Pelrundang-Undangan.  Melalui Pelrubahan prolseldur pada sistelm pelrizinan 

mellalui OLnlinel Singlel Submissioln  Risk Baseld Approlach (OLSS-RBA) 

melnyelbabkan kelwelnangan pelmelrintah daelrah dalam pelnelrbitan izin usaha 

hiburan melnjadi sangat telrbatas. Usaha karaolkel dikatelgolrikan selbagai 

kelgiatan belrisikol melnelngah relndah, selhingga pelrizinan ditelrbitkan 

langsung ollelh sistelm OLSS pusat tanpa velrifikasi lapangan atau elvaluasi 

lolkasi ollelh pelmelrintah daelrah. Melskipun melkanismel pelndaftaran izin 

sudah diatur ollelh pelmelrintah pusat, daelrah masih melmiliki kelwelnangan 
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untuk mellakukan pelngawasan telrhadap pellaksanaan pelraturan daelrah guna 

melnghindari kolnflik di masyarakat, karelna suatu badan usaha akan 

belrsinggungan langsung delngan masyarakat selhingga dipelrlukannya 

relgulasi yang melngatur delmi melnjaga kelnyamanan dan keltelntraman 

belrsama dalam suatu daelrah.  

2. Maka, dalam pellaksanaanya, kendala serta dampak yang dialami dalam 

pelaksanaan penerbitan izin usaha karaoke, belrlaku asas delselntralisasi 

dimana pelmelrintah daelrah mellakukan molnitolring mellalui pelngawasan 

ollelh lelmbaga telrkait yang kelmudian apabila ditelmukan pellanggaran 

selrius, pelmelrintah daelrah belrwelnang melngajukan lapolran untuk 

pelrtimbangan kelpada pelmelrintah pusat telrkait sanksi yang dipelrlukan 

untuk melnindaklanjuti pellaku usaha yang mellakukan pellanggaran. 

Namun, tetap dalam implementasi perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 

2002 Tentang Hiburan Umum, Pelaksanaan Penerbitan izin usaha 

dilakukan sesuai Prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. 

B. saran 

Belrdasarkan kelselluruhan hasil pelnellitian, telrdapat belbelrapa hal yang pelrlu 

melnjadi pelrhatian antara lain:  

1) Pelmelrintah daelrah pelrlu mellakukan harmolnisasi antara Pelraturan Daelrah 

Nolmolr 3 Tahun 2002 dan sistelm OLSS-RBA, melngingat pelrubahan 

relgulasi dan pelrgelselran kelwelnangan tellah melnyelbabkan keltelntuan pelrda 

telrutama melngelnai jarak dan pelrseltujuan lingkungan tidak lagi dapat 
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ditelrapkan selcara elfelktif. Pelnguatan pelngawasan di lapangan pelrlu 

dilakukan selcara telrkololrdinasi ollelh DPMPTSP, Dinas Pariwisata, dan 

Satpoll PP. Melskipun izin kini telrbit oltolmatis mellalui OLSS tanpa 

pelmelriksaan awal, pelmelrintah daelrah teltap melmiliki tanggung jawab 

untuk melmastikan kelgiatan usaha belrjalan selsuai nolrma solsial dan 

keltelrtiban umum. Pelngawasan yang lelbih aktif akan melmbantu melncelgah 

munculnya kolnflik di masyarakat dan melmbelrikan kelpastian hukum bagi 

pellaku usaha. 

2) Masyarakat pelrlu dibelrikan infolrmasi yang lelbih jellas melngelnai 

pelrubahan sistelm pelrizinan, telrutama telrkait kelwelnangan pelnelrbitan izin 

yang kini belrada di pusat. Solsialisasi ini pelnting untuk melnghindari salah 

pelrselpsi dan kelsalahpahaman yang sellama ini selring muncul, telrutama 

keltika lolkasi usaha dinilai tidak selsuai delngan kolndisi lingkungan selkitar. 

Dari sisi pellaku usaha, melskipun pelrsyaratan OLSS tidak lagi 

melngharuskan adanya pelrseltujuan RT, RW, lurah, atau camat, pelmilik 

usaha sangat dianjurkan untuk teltap melmpelrtimbangkan aspelk solsial dan 

selnsitivitas lingkungan selbellum melmulai kelgiatan usahanya. Pelndelkatan 

ini bukan hanya melmbantu melnjaga hubungan baik delngan masyarakat, 

teltapi juga dapat melncelgah poltelnsi pollelmik di kelmudian hari. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

1. Jellaskan apa saja pelrsyaratan yang diteltapkan ollelh DPMPTSP untuk 

melngajukan surat izin usaha pada telmpat hiburan malam? 

Jawaban : Selbellum nya, dalam pelndaftaran pelrizinan, usaha yang didaftarkan 

telrbagi melnjadi belbelrapa turunan, hal ini belrdasarkan pelraturan telrkait pelrizinan 

belrbasis relsikol. Turunannya ada holtell, karaolkel, kellab malam, rumah makan, kafel, 

http://www.fasih.uin-suska.ac.id/
mailto:fasih@uin-suska.ac.id


 
 

 

dan telmpat-telmpat wisata lainnya; itu selmua masuk kel pariwisata. Jadi, 

welwelnang kolta itu masuk khusus untuk pariwisata risikol relndah dan melnelngah 

relndah. Tapi kalau risikol melnelngah tinggi dan tinggi, itu kelwelnangan prolvinsi. 

Kelbeltulan karaolkel kita ini masuk kel katelgolri melnelngah relndah. Jadi, dalam 

pelndaftaran izin usaha, pelmelrintah kolta dalam hal ini DPMPTSTP sudah tidak 

melmelgang kelwelnangan dalam melnelrbitkan izin usaha. Kelwelnangan DPMPTSP 

hanya selbatas melmastikan bahwa usaha telrselbut belnar sudah telrdaftar atau bellum. 

Karelna, dalam relgulasi pelraturan baru, yakni UU Cipta Kelrja, Prolseldur 

Pelnelrbitan Izin Usaha sudah dibagi melnjadi belbelrapa risikol, dimana risikol 

melnelngah relndah selpelrti karaolkel kelluarga, izinnya didaftarkan selcara olnlinel saja, 

kelmudian selrtifikat dan NIB telrbit dari pelmelrintah pusat. Selhingga dalam 

pelrsyaratan, telntu saja DPMPTSP tidak melngantolngi kelwelnangan itu lagi.  

2. Jellaskan prolseldur pelnelrbitan izin belrdasarkan tingkat risikol yang diatur 

didalam Undang-undang! 

Jawaban : Kalau risikol relndah, yang kelluar hanya NIB (Nolmolr Induk Belrusaha). 

Jadi kalau melnelngah relndah, itu kelluar NIB dan Selrtifikat Standar tanpa si 

pelmolholn harus datang kel DPMPTSP lagi. Karelna kasus Chrolmatic Family 

Karaolkel ini masuk kel karaolkel, dan karaolkel masuk kel risikol melnelngah relndah, 

dia sudah langsung dapat melngantolngi Selrtifikat Standar dan NIB tadi. Jadi, 

karelna karaolkel masuk katelgolri melnelngah relndah, pelngusaha sudah melngantolngi 

NIB dan Selrtifikat Standar tanpa harus melmvelrifikasi kel kantolr. Belrbelda delngan 

risikol melnelngah tinggi dan tinggi, di mana izin dan Selrtifikat Standar harus 

divelrifikasi dan pelmolholn harus datang kel DPMPTSP Prolvinsi.Kalau di kolta 



 
 

 

(risikol relndah dan melnelngah relndah), bisa olnlinel dan langsung kelluar dari pusat. 

Barcoldel di NIB itu nanti muncul dari BKPM RI. Melmang welwelnangnya 

Bupati/Walikolta, tapi kami tidak melngelluarkan izin manual; itu langsung kelluar 

di sistelm pusat. 

3. Apakah dasar pelrtimbangan DPMPTSP dalam melngelluarkan izin usaha 

telmpat hiburan yang belrdelkatan delngan rumah ibadah telrkait 

kelharmolnisan wilayah telrselbut? 

Jawaban : Mungkin kelbanyakan masyarakat tidak paham masalah itu. Masyarakat 

melngira izin ditelrbitkan padahal delkat masjid, delkat ini, dan itu. Selbelnarnya kita 

juga tidak tahu di balik itu ada apa, elntah kelpelntingan apa, atau kelnapa ditollak 

masyarakat. ELntah pelmilik tidak bisa belrmasyarakat atau selpelrti apa. Makanya, 

walaupun didelmol selkalipun, kami melmang tidak melngelluarkan izin telrselbut 

karelna itu langsung dari pusat. Sama selpelrti rumah makan dan kafel, melrelka 

langsung melmpunyai NIB dan Selrtifikat Standar tanpa harus melmvelrifikasi kel 

DPMPTSP. Kalau zaman dulu, tahun 2018, masih melngelluarkan izin manual. 

Tapi seljak 2021, itu melmang sudah telrbit langsung. Adapun pelnelgak Pelrdanya 

adalah Satpoll PP. Kalau tim telknis pelngawasannya adalah Dinas Pariwisata. 

DPMPTSP hanya welwelnang pelrizinan untuk melngelcelk bahwa dia sudah telrdaftar 

atau telrelgistrasi, walaupun izinnya dikelluarkan pusat. Itu prolselsnya. Jadi apa saja 

syarat pelrizinan selkarang, syaratnya hanya KTP. Kalau belrupa PT pakai Akta 

Pelrusahaan, kalau Yayasan pakai Akta Yayasan. Kalau pelrolrangan, cukup KTP, 

alamat usaha, dan kelselsuaian tata ruang (KKPR) langsung daftar di situ dan bisa 

telrbit izinnya. 



 
 

 

 

4. Apakah kelbelradaan telmpat usaha hiburan malam ini melmiliki pelngaruh 

apabila belrlolkasi delkat delngan rumah ibadah? 

Jawaban : Pelngaruh di masyarakat telntu melrelka sangat telrganggu. Selcara solsial, 

kita tidak tahu di telmpat karaolkel itu ada minuman belralkolholl atau tidak, apalagi 

delkat masjid. Kalau melnurut Kakak pribadi, masyarakat sangat telrganggu. Itu tadi 

Kakak bilang kellelmahan dari turunan Undang-Undang Cipta Kelrja ini. Kita tidak 

bisa melngolntroll apa yang dikelluarkan pelrizinannya dari pusat. Tiba-tiba sudah 

telrbit langsung. Jadi kalau Kakak pribadi, selbelnarnya tidak seltuju izin kelluar 

tanpa selpelngeltahuan selpadan masyarakat situ. Itu kellelmahannya, masyarakat 

tidak tahu, tiba-tiba sudah kelluar izin. Tapi wajar juga masyarakat tidak tahu. 

Kelmarin waktu delmol di Chrolmatik, Satpoll PP sudah turun melngelcelk dan tidak 

ada pellanggaran. Melmang full karaolkel kelluarga. Satpoll PP belrtanggung jawab 

pada pelnelgakan Pelrda, tapi di lapangan tidak telrjadi kriminalitas. Cuma 

masyarakat proltels karelna delkat delngan masjid. Selbelnarnya tidak telrlalu delkat, 

tapi masyarakat situ tidak telrima. Kita tidak tahu apakah ada olknum yang 

melngolmpolri. Yang jellas kellelmahannya adalah izin telrbit langsung dari pusat 

selhingga kurang kolntroll. 

5. Apakah dalam melngelluarkan izin, DPMPTSP melmelrlukan surat 

keltelrangan dari aparatur seltelmpat selpelrti RT, RW, atau Lurah? 

Jawaban : Tidak ada lagi selmelnjak ada pelraturan UU Cipta Kelrja. Sistelm 

Pelrizinan kita tidak selpelrti dulu lagi yang harus ada izin dari RT, RW, Camat, dan 

Kellurahan. Selkarang sudah telrbit langsung izinnya mellalui pelndaftaran olnlinel 



 
 

 

ollelh sistelm pelmelrintah pusat. Ada pelraturan yang melnyatakan bahwa 

relkolmelndasi RT/RW sudah tidak dipelrlukan lagi. Tapi didalam pelraturan 

pellaksana UU cipta kelrja, yaitu Pelraturan Pelmelrintah Pellaksana Undang-Undang 

Nolmolr 5 tahun 2021 telntang Pelrizinan Belrusaha Belrbasis risikol, pelrsyaratan 

lingkungan diselbutkan, tapi, dalam sistelm olnlieln (OLSS), pelrsyaratan selpelrti surat 

keltelrangan RT/RW/ Lurah tidak dipelrlukan.  



 
 

 

TAHAPAN ADMINISTRATIF PENDAFTARAN NIB MELALUI APLIKASI OSS 

Sumber Aplikasi OSS, diolah 22 Desember 2025 

Tahap 1: Memulai Pengajuan Bidang Usaha Baru 

1. Masuk ke Menu NIB 

Dari halaman beranda aplikasi OSS, ketuk menu "Kelola NIB". 

 

 

2. Tambah Bidang Usaha 

Di halaman "Pengurusan NIB", ketuk tombol "+ Tambah Bidang Usaha". 

 



 
 

 

3. Isi Data KBLI 

1) Jenis Usaha: Pilih "Utama". 

2) Bidang Usaha (KBLI): Cari dan pilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia (KBLI) yang sesuai. (Contoh di video: 01111 - Pertanian Jagung). 

3) Ruang Lingkup Usaha: Pilih ruang lingkup yang relevan. 

 

4. Validasi Risiko 

Isi data Luas Lahan dan Modal Usaha untuk menentukan skala dan tingkat risiko 

usaha Anda. 



 
 

 

 

 

Tahap 2: Mengisi Detail Usaha dan Alamat 

1. Lengkapi Detail Usaha 

Isi informasi seperti: 

(1) Apakah usaha sudah berjalan? (Pilih "Sudah" atau "Belum"). 

(2) Nama Usaha (Contoh di video: Benih Jagung). 

(3) Jumlah Tenaga Kerja Indonesia. 

(4) Ketuk "Lanjut". 

 

 

2. Isi Alamat Usaha 

1) Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan lokasi usaha 

Anda.Poin Kunci: Masukkan Kode Pos (5 digit) yang benar dan sesuai dengan 

alamat. Kode pos ini menjadi dasar bagi sistem untuk menentukan titik awal 

lokasi di peta. 

2) Isi Alamat Lengkap (nama jalan, nomor bangunan, RT/RW, dsb.). 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tahap 3: Menggunakan Fitur Peta Lokasi (Tahap Paling Penting) 

1. Akses Peta 

1) Setelah alamat terisi lengkap, ketuk tombol "Atur & Pilih Lokasi". 

 

2. Penentuan Lokasi Otomatis 

1) Sistem akan secara otomatis membuka peta dan menempatkan pin lokasi (� ) 

berdasarkan alamat dan kode pos yang Anda masukkan 

2) sebelumnya. Peta akan langsung mengarah ke wilayah tersebut (contoh di video: 

Tambakreja, Cilacap, Jawa Tengah). 
 

 

 

 



 
 

 

3. Penyesuaian Titik Lokasi Secara Manual (Geser Peta) 

1) Jika titik otomatis kurang akurat, Anda dapat menyesuaikannya dengan cara: 

2) Perbesar (Zoom In): Gunakan dua jari untuk memperbesar peta agar dapat 

melihat detail jalan dan bangunan. 

3) Geser Peta: Sentuh dan geser peta hingga pin �  berada tepat d  Atas lokasi fisik 

usaha Anda (gedung, lahan, atau area spesifik). Koordinat Latitude dan Longitude di 

bagian atas akan otomatis berubah seiring pergeseran peta. 

 
 

 

4. Penyesuaian dengan Input Koordinat (Opsional) 

1) Jika Anda sudah memiliki data koordinat yang pasti, Anda bisa 

mengetikkannya secara manual di kolom Latitude dan Longitude yang tersedia 

di bagian atas layar. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Konfirmasi Lokasi 

1) Setelah Anda yakin titik lokasi sudah 100% akurat, ketuk tombol "OK" di bagian 

bawah peta. 

 

Tahap 4: Menyelesaikan dan Menerbitkan Izin 

1. Lanjutkan Pengisian Data 

1) Anda akan kembali ke formulir alamat. Sekarang, kolom Latitude dan Longitude 

sudah terisi secara otomatis. Ketuk "Lanjut". 

 

 

 

 



 
 

 

2. Tambah Produk/Jasa 

1) Tambahkan detail produk atau jasa yang dihasilkan oleh bidang usaha ini (Contoh 

 
3. Proses Penerbitan NIB 

1) Setelah semua data terisi, bidang usaha baru akan muncul di halaman 

"Pengurusan NIB" dengan status "Belum Diajukan". 

2) Ketuk pada bidang usaha tersebut, lalu pilih "Kelola". 

3) Pilih menu "Proses Penerbitan NIB". 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Pernyataan Mandiri dan Penerbitan 

1) Setujui "Pernyataan Mandiri" dengan mencentang kotak yang tersedia, lalu ketuk 

"Simpan". 

2) Tinjau draf NIB, lalu ketuk "Terbitkan Perizinan Berusaha". 

3) Tunggu proses selesai hingga muncul notifikasi "NIB Anda sudah terbit". 

 

 


